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No. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG 
JAWAB 

SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

1 Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆i𝑠𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑i𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎i𝑘𝑎𝑛 
𝑥100% 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆i𝑠𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑎𝑟𝑢𝑠 𝐷i𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎i𝑘𝑎𝑛 
 

Catatan: 
Sisa Perkara=Sisa Perkara Tahun Sebelumnya 

Panitera Laporan Bulanan 
dan Laporan 

Tahunan 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑔 𝑑i𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎i𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 
𝑥100% 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑i𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎i𝑘𝑎𝑛 
 

Catatan: 
 Tepat waktu sesuai pada SK KMA No. 

214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 
tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di 
Mahkamah Agung 

 SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 
Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat 
Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) 
Lingkungan Peradilan 

 Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan 
informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP 

Panitera Laporan Bulanan 
dan Laporan 

Tahunan 

c. Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
hukum Banding 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑔 𝑡i𝑑𝑎𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎j𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑝𝑎𝑦𝑎 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚 
𝑥100% 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑i𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠 
 

Catatan: 

Panitera Laporan Bulanan 
dan Laporan 

Tahunan 



 
   

 Upaya hukum = Banding 
 Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan 

upaya hukum, maka semakin puas atas putusan 
pengadilan 

  

d. Index persepsi pencari 
keadilan yang puas 
terhadap layanan 
pengadilan 

Index Kepuasan Pencari Keadilan 

 
Catatan: 

 PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat 
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 

 Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai interval IKM 
Index harus ≥ 80 

Panitera Laporan 
Semesteran, 
Bulanan dan 

Laporan Tahunan 

2 Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara 

a. Persentase salinan 
putusan yang dikirim ke 
para pihak tepat waktu 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎𝑙i𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑i𝑘i𝑟i𝑚 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 
𝑥100% 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 
 

Catatan: 
 Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada 

para pihak 

 SEMA 2 Tahun 2014 pada Tk. Banding dan Tk. 
Pertama 

 Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah 
diputus/dikirimkan 

Panitera Laporan Bulanan 
dan Laporan 

Tahunan 

b. Persentase perkara yang 
dimohonkan banding, 
kasasi dan PK yang 
diajukan secara lengkap 
dan tepat waktu 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑒𝑟𝑘𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑔 𝑑i𝑚𝑜ℎ𝑜𝑛𝑘𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑠𝑎𝑠i & 𝑃𝐾 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝 
𝑥100% 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑒𝑟𝑘𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑i𝑚𝑜ℎ𝑜𝑛𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑝𝑎𝑦𝑎 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚 

 

Catatan: 
Tepat waktu untuk: 

 Permohonan banding 60 (enam puluh) hari 

 Kasasi 65 (enam puluh lima) hari 

 PK 74 (tujuh puluh empat) hari 
Sesuai buku II TUN Pedoman Teknis Administrasi dan 
Teknis Peradilan TUN 

Panitera Laporan Bulanan 
dan Laporan 

Tahunan 

c. Persentase putusan yang 
menarik perhatian 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑚𝑎𝑟 𝑃𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑔𝑘𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑚i𝑙𝑢 𝑑i 𝑢𝑝𝑙𝑜𝑎𝑑 𝑑i 𝑤𝑒𝑏𝑠i𝑡𝑒 
𝑥100% 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑆𝑒𝑛𝑔𝑘𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑒𝑚i𝑙𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑i𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠 
Panitera Laporan Bulanan 

dan Laporan 



 
  masyarakat (sengketa 

pemilu) yang dapat 
diakses secara online 
dalam waktu 1 hari setelah 
diputus 

  Tahunan 

3 Meningkatnya Akses 
Peradilan bagi 
Masyarakat Miskin 
dan Terpinggirkan 

a. Persentase perkara prodeo 
yang diselesaikan 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑒𝑜 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑i𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎i𝑘𝑎𝑛 
𝑥100% 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑i𝑎j𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑒𝑜 
 

Catatan: 
 Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak 
Mampu di Pengadilan 

 Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum 
Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah 
pembebasan biaya perkara 

 Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses 
penyelesaian prodeo 

Dirjen 
Badilmiltun, 

Panitera 

Laporan Bulanan 
dan Laporan 

Tahunan 

b. Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu yang Mendapat 
Layanan Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑟i 𝐾𝑒𝑎𝑑i𝑙𝑎𝑛 𝐺𝑜𝑙 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑃𝑜𝑠𝑏𝑎𝑘𝑢𝑚 
𝑥100% 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑜ℎ𝑜𝑛𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚 

 

Catatan: 
 Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak 
Mampu di Pengadilan 

 Golongan tertentu adalah setiap orang atau 
kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi 
dan atau tidak memiliki akses pada informasi 
konsultasi hukum yan memerlukan layanan hukum 

 Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari 
keadilan yang terdaftar pada register Posbakum 

Panitera Laporan Bulanan 
dan Laporan 

Tahunan 

4 Meningkatnya 
Kepatuhan Terhadap 
Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara 
TUN yang ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑈𝑁 𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝐵𝐻𝑇 
𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡i𝑑𝑎𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎j𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑜ℎ𝑜𝑛𝑎𝑛 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑘𝑢𝑠i 
𝑑𝑎𝑛 j𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠i𝑙 𝑑i𝑒𝑘𝑠𝑒𝑘𝑢𝑠i 

𝑥100%
 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑈𝑁 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝐵𝐻𝑇 

Panitera Laporan Bulanan 
dan Laporan 

Tahunan 



 
    

Catatan: 

 BHT : Berkekuatan Hukum Tetap 
 Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan 

eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang 
sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan 
eksekusi 

  

 


